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TENTANG
KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA MELALUI E-COURT

Latar Belakang

Belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan E-court sebagaimana
yang diharapkan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung R.I. No 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan
untuk menindaklanjuti persetujuan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
tanggal 21 Mei 2019 atas memorandum Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 84/DJU/HMO02.3/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang
kewajiban pendaftaran perkara perdata melalui e-court, maka perlu

diberlakukan suatu kententuan yang mengatur hal tersebut.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diberlakukannya Surat Edaran ini adalah untuk
mempercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-court agar tercapai proses
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan

administrasi perkara di pengadilan secara elektronik/e-court.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi

seluruh Pengadilan Negeri sebagaimana terlampir.
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Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tanggal
17 April 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.1.
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. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

272/DJU/HMO02.3/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Akselerasi

Pendaftaran Perkara Melalui E-Court.

Isi Surat Edaran

1.

Seluruh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA dan seluruh Pengadilan
Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta,
Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi
Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Surabaya wajib menggunakan e-court
dalam pendaftaran perkara perdata yang sesuai dengan ketentuan PERMA 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Seluruh Ketua Pengadilan Negeri mewajibkan dan memonitor petugas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) untuk mengarahkan pengguna layanan pengadilan melakukan

pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-court.

3. Seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib menyediakan

petugas/tenaga IT untuk membantu proses pendaftaran perkara perdata

melalui aplikasi e-court.
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4. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi wajib melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap penerapan e-court pada wilayah hukum masing-masing
serta melaporkan perkembangan dan permasalahan penerapan e-court
kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum cq. Direktur Pembinaan

Administrasi Peradilan Umum setiap bulan.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

EKTUR JENDERAL
N\. PERADILAN UMUM,

I SWANTORO

Tembusan :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.

Yang Mulia Wakil Ketua Mahakamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
Yang Mulia Wakil Ketua Mahakamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahakamah Agung R.I.

Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahakamah Agung R.I.
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